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Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting
seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerjaBUMN menjadi salah satu
penggerak ekonomi negara yang dapat disejgjarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negaralain.
Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu
penyebab kinerjaBUMN menjadi sangat terbatasi, sehinggatidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta
sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian
dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN)
merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan
usahamilik negara (BUMN). Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode nonmatif
dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara,
badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti
kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan
tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif
kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian
terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan
pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang
Keuangan Negara, yang kemudian dianal ogikan kepada kerugian negara sehingga penyel esaian ganti
kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan
peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan
tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.
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